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Prakata

anajemen pelayanan publik adalah suatu proses yang melibatkan
Mperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
semua aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada masya-
rakat oleh lembaga pemerintah atau organisasi publik. Tujuan utama dari
manajemen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyara-
kat secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, pelayanan publik menca-
kup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan
keamanan, yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Proses manajemen pelayanan publik juga mencakup pengelolaan
sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material, untuk memastikan
bahwa layanan yang diberikan dapat diakses dan berkualitas. Hal ini meli-
batkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mening-
katkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pelayanan. Dengan demikian, manajemen pelayanan publik tidak hanya
berfokus pada output, tetapi juga pada proses dan dampak dari layanan
yang diberikan kepada masyarakat.

Pentingnya manajemen pelayanan publik semakin meningkat seiring
dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Masyarakat tidak hanya mengharapkan layanan yang cepat dan tepat,



tetapi juga menginginkan layanan yang responsif, inklusif, dan berbasis
pada kebutuhan nyata mereka. Oleh karena itu, manajemen pelayanan
publik harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas
layanan, serta membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap

instansi publik.
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Prawacana

enis dan proses perizinan di Indonesia masih sangat beragam, kompleks,

dan sulit dilacak, sehingga seringkali menjadi hambatan bagi perkem-
bangan dunia usaha. Terdapat berbagai macam izin yang harus dipenuhi.
Namun, kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah tidak
berarti bahwa mereka dapat mengeluarkan izin sebanyak-banyaknya tanpa
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Masalah kewenangan sering
menjadi persoalan, misalnya, apakah suatu izin menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat. Hal ini umumnya
berkaitan dengan jenis usaha, skala, serta cakupan wilayah dari kegiatan
usaha tersebut.

Birokrasi seharusnya tidak hanya terbatas pada pelayanan publik
dalam arti sempit, tetapi juga berperan dalam mengelola kebijakan publik.
Birokrasi memiliki peran penting dalam proses perumusan, pelaksanaan,
penegakan, dan evaluasi kebijakan publik. Pelaksana di lapangan hanya
menjalankan sebagian kecil dari keseluruhan proses kebijakan publik.
Untuk mengatasi masalah birokrasi perizinan yang rumit, pemerintah



menerapkan sistem perizinan satu pintu yang bertujuan memangkas prose-
dur yang berbelit-belit. Masyarakat juga menilai bahwa layanan publik yang
diselenggarakan pemerintah lambat, tidak efisien, penuh persyaratan rumit,
dan diatur dengan regulasi yang kurang fleksibel.

Tidak semua daerah memiliki visi yang selaras dalam membangun
wilayahnya dengan memberikan layanan yang sederhana, murah, dan
mudah bagi masyarakat. Bagi sebagian pemerintah daerah, sistem perizinan
dipahami sebagai sarana untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang signifikan. Dalam iklim otonomi daerah, pemerintah daerah didorong
untuk mandiri dan mengembangkan wilayahnya, sehingga mereka beru-
paya meningkatkan PAD dengan menetapkan tarif perizinan yang tinggi.
Selain itu, setiap dinas memiliki target pendapatan masing-masing yang
harus dicapai, sehingga muncul ego sektoral di antara dinas-dinas, yang
berdampak pada birokrasi yang rumit.

Pelaksanaan otonomi daerah juga menumbuhkan egosentrisme di
kalangan pemerintah kabupaten dan kotamadya, yang memiliki kewe-
nangan lebih besar dalam penerbitan izin dibandingkan pemerintah
provinsi. Akibatnya, terdapat beberapa daerah yang lambat menyesuaikan
program perizinan dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat
melalui peraturan yang berlaku.

Sistem perizinan satu pintu memungkinkan proses pelayanan izin
menjadi lebih cepat dengan biaya yang transparan serta mengurangi
praktik pungutan liar. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan
permohonan izin yang diajukan. Selain itu, integrasi teknologi antar dinas
semakin meningkatkan kualitas layanan perizinan. Presiden Joko Widodo
bahkan mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan
iklim investasi dengan menerapkan sistem perizinan terpadu satu pintu.
Pemerintah juga memberikan sanksi bagi daerah yang belum membangun
sistem ini dengan mencabut dana alokasi khusus (DAK) dan mengurangi
Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah tersebut.

Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan menekankan bahwa penyusunan, penetapan, dan penerapan
Standar Pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
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Konsep Dasar Administrasi Publik

A. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang ilmu dan praktik yang berfokus
pada pengelolaan organisasi publik serta implementasi kebijakan peme-
rintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Administrasi
publik tidak hanya mencakup kegiatan manajerial dan operasional dalam
lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan proses perumusan
kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memastikan bahwa kepen-
tingan publik terpenuhi (Denhardt & Denhardt, 2015).

Pada dasarnya, administrasi publik bertujuan untuk memastikan agar
pemerintah dapat memberikan layanan publik yang efektif dan efisien.
Wilson (1887), salah satu pelopor administrasi publik, menyatakan bahwa
ada pemisahan antara politik dan administrasi, di mana politik bertang-
gung jawab dalam perumusan kebijakan dan administrasi bertugas dalam
implementasi kebijakan tersebut. Pemikiran ini menjadi dasar dari konsep



dikotomi politik-administrasi, yang meskipun banyak diperdebatkan, masih
relevan dalam praktik birokrasi modern (Henry, 2013).

Frederickson (2005) menekankan bahwa administrasi publik tidak
hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga berperan penting dalam
mewujudkan keadilan sosial. Artinya, administrasi publik harus memperha-
tikan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses
kerjanya. Dalam konteks pemerintahan saat ini, administrasi publik juga
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan
masyarakat madani, dalam proses pengambilan keputusan dan implemen-
tasi kebijakan (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015).

Konsep administrasi publik berkembang seiring waktu, dari Old Public
Administration yang berfokus pada hierarki dan efisiensi, hingga New
Public Management yang mengadopsi pendekatan sektor swasta dalam
pengelolaan sektor publik. Lebih baru lagi, muncul paradigma New Public
Service, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
dalam menciptakan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas layanan
(Denhardt & Denhardt, 2015).

Perkembangannya, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai
alat untuk menjalankan kebijakan tetapi juga sebagai instrumen untuk
mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga integritas tata kelola publik.
Konsep good governance dalam administrasi publik semakin menegaskan
pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik
sebagai fondasi utama pemerintahan modern (UNDP, 1997).

semakin kompleksnya permasalahan publik, administrasi publik harus
mampu beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan di masa
depan. Peran administrasi publik tidak hanya terbatas pada pemerintah,
tetapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama
dalam membangun kesejahteraan bersama (Frederickson, 2005).

Administrasi publik juga mencakup hubungan antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat dalam kerangka tata kelola yang efektif.
Menurut Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin (2015), administrasi publik
menggabungkan elemen manajemen, hukum, dan politik untuk mencip-
takan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fungsi
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Birokrasi Pelayanan Publik

A. Pengertian Birokrasi Pelayanan Publik

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, birokrasi merujuk pada sistem
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan
hierarki dan jenjang jabatan yang berlaku. Definisi lain menyatakan bahwa
birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang berjalan
lamban dan mengikuti aturan dengan banyak prosedur yang berliku.

Namun, dalam konsep aslinya, birokrasi sebenarnya tidak seburuk yang
dipersepsikan oleh banyak orang. Ada dua hal penting yang perlu diperha-
tikan terkait persepsi negatif ini. Pertama, kesan buruk tersebut mungkin
hanya merupakan bentuk ekses atau penyimpangan dari konsep awalnya.
Kedua, perlu membandingkan persepsi masyarakat tersebut dengan konsep
birokrasi sebagaimana dimaksud dalam teori dasarnya.

Dalam konteks yang kedua, pandangan Max Weber menjadi acuan
penting. Menurut Weber, birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi
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yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan birokrasi selalu
berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan diatur melalui sistem
otoritas yang ditetapkan secara rasional berdasarkan berbagai peraturan.
Birokrasi bertujuan untuk mengorganisasi pekerjaan secara sistematis agar
tugas-tugas yang melibatkan banyak orang dapat terlaksana dengan baik.

Weber juga merumuskan birokrasi sebagai jenis organisasi yang digu-
nakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugas yang
memerlukan spesialisasi. Sistem ini diimplementasikan melalui adminis-
trasi dan dijalankan oleh aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi
di bidangnya masing-masing.

Evers (1987) mengklasifikasikan birokrasi ke dalam tiga pola: (a)
Weberisasi, yaitu pandangan bahwa birokrasi merupakan proses rasiona-
lisasi prosedur pemerintahan dan aparatur; (b) Parkinsonisasi, yang meli-
hat birokratisasi sebagai pertumbuhan atau peningkatan jumlah pegawai
negeri; dan (c) Orwelisasi, yang menggambarkan birokrasi sebagai upaya
pemerintah memperluas kekuasaan untuk mengontrol kegiatan ekonomi
dan sosial masyarakat melalui regulasi, bahkan dengan paksaan jika diper-
lukan (Zauhar, 2006).

Ada beberapa alasan mengapa birokrasi yang ideal dan rasional jarang
terlihat dalam praktik sehari-hari. Pertama, manusia tidak hanya hidup
untuk kepentingan organisasi. Kedua, birokrasi tidak kebal terhadap peru-
bahan yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, birokrasi dirancang untuk orang-
orang “rasional,” namun dalam praktiknya, orang-orang tersebut tidak
selalu dapat dipertukarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
sehari-hari (Perrow, 1979). Berdasarkan hal ini, Bendix (1957) menyim-
pulkan bahwa birokrasi rasional lebih cocok diterapkan di negara-negara
Barat dibandingkan di negara-negara Timur (Zauhar, 2006).

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, terma-
suk dalam layanan publik, birokrasi kerap dicitrakan sebagai proses yang
panjang dan berbelit-belit, terutama ketika masyarakat harus menyelesaikan
urusan dengan aparatur pemerintah. Dampaknya, birokrasi sering kali
mendapat stigma negatif. Hal ini justru dapat merugikan perkembangan
birokrasi itu sendiri, terutama dalam konteks pelayanan publik, karena
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Manajemen Pelayanan Publik

A. Konsep Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik menitikberatkan pada penerapan prin-
sip-prinsip manajemen, seperti efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya,
efektivitas, orientasi kepada pelanggan, ketergantungan pada kekuatan
pasar, dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini mendo-
rong peningkatan peran sektor swasta dan secara bersamaan meminimal-
kan ukuran sektor publik serta mengurangi dominasi administrasi publik
tradisional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen sektor swasta mulai
diadaptasi dalam organisasi sektor publik (Silalahi, 2015, hlm. 33).

Penerapan nilai-nilai dan prinsip manajemen publik modern dalam
praktik administrasi publik telah mengubah wajah administrasi publik
menjadi lebih dinamis. Barzelay (1992) mencatat sembilan pergeseran
fokus dalam praktik administrasi publik. Pertama, fokus yang sebelumnya
pada kepentingan publik bergeser menjadi berorientasi pada hasil dan nilai
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masyarakat (citizen’s value). Kedua, dari efisiensi menuju kualitas nilai.
Ketiga, dari administrasi ke produksi layanan. Keempat, dari ketaatan pada
aturan menuju pengendalian. Kelima, dari penetapan fungsi, otoritas, dan
struktur ke fokus pada misi, layanan pelanggan, dan hasil (outcomes).

Keenam, dari sekadar mempertimbangkan biaya beralih kepada
penciptaan nilai. Ketujuh, dari memaksakan tanggung jawab menjadi
membangun tanggung jawab. Kedelapan, dari sekadar mengikuti aturan
dan prosedur menjadi penerapan norma, identifikasi serta penyelesaian
masalah, dan perbaikan proses yang berkelanjutan. Kesembilan, dari fokus
pada pemenuhan sistem administrasi menuju pelayanan dan pengendalian,
memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, memberikan
insentif, serta mengukur dan menganalisis kinerja (Silalahi & Syafri, 2015,
him. 34).

Dalam perspektif manajemen, warga diperlakukan sebagai pelanggan
(customers) yang harus mendapatkan pelayanan berkualitas dan memuas-
kan. The Management Approach mengadopsi prinsip-prinsip manajemen
ilmiah yang kemudian diterapkan dalam konteks pemerintahan. Di sisi
lain, The Public Management Approach berkaitan dengan penerapan prin-
sip-prinsip manajemen dalam sektor publik, dengan fokus pada pemanfa-
atan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan dan mendorong
perubahan (Silalahi & Syafri, 2015, hlm. 34).

Memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat menjadi elemen
kunci dalam paradigma manajemen publik. Kualitas selalu menjadi bagian
penting dalam administrasi publik, meskipun pemaknaannya mengalami
perubahan seiring waktu. Feigenbaum (1991, dalam Silalahi & Syafri, 2015,
hlm. 34) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan sifat dan karakteris-
tik dari produk serta jasa, dengan penekanan pada kemampuannya untuk
memenuhi kebutuhan tertentu.

Menurut Parasuraman et al. (1991), kualitas pelayanan digambarkan
sebagai sikap atau persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Kualitas ini berkaitan tetapi tidak sepenuhnya setara dengan kepuasan,

karena kepuasan merupakan hasil dari perbandingan antara harapan

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK




Implementasi Manajemen
Pelayanan Publik

A. Perencanaan Manajemen Pelayanan Publik

Esensi utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi terletak pada
kemampuan organisasi tersebut dalam merencanakan program-program
yang akan dijalankan untuk mencapai tujuannya. Sebagai bagian integral
dari fungsi manajemen, perencanaan memiliki peranan penting dalam
memastikan kelangsungan operasional organisasi. Tanpa perencanaan,
fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian, tidak dapat berjalan dengan optimal.

Perencanaan merupakan tahapan krusial dalam fungsi manajemen,
terutama di tengah lingkungan eksternal yang terus berubah secara dinamis.
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perencanaan tidak lagi cukup
hanya mengandalkan intuisi atau firasat semata. Diperlukan pendekatan
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yang rasional dan sistematis agar organisasi dapat beradaptasi dengan
perubahan dan meminimalkan risiko di masa depan.

Pengelolaan sistem perizinan berbasis satu pintu juga menunjukkan
perkembangan yang dinamis dan bervariasi, bergantung pada tingkat
ketidakpastian serta stabilitas lingkungan eksternal yang mempengaruh-
inya. Semakin tinggi ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang
dihadapi, semakin kompleks dan canggih pula sistem perencanaan yang
diperlukan organisasi.

Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk mempersi-
apkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang.
Dengan demikian, organisasi dapat menyesuaikan strategi dan prosedurnya
agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan, serta mencapai tujuan
dengan efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan elemen yang sangat penting dan menjadi
fungsi dasar dalam manajemen, karena proses organizing, actuating, dan
controlling harus didahului oleh perencanaan. Perencanaan dapat diar-
tikan sebagai kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta
membuat asumsi-asumsi mengenai masa depan untuk memvisualisasikan
dan merumuskan aktivitas-aktivitas yang diperlukan guna mencapai hasil
yang diinginkan (Siagan, 2012, hlm. 36).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah
serangkaian kegiatan yang dirancang secara berurutan untuk memastikan
tindakan yang akan dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Dalam proses
perencanaan, ada enam pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apa
yang harus dilakukan, mengapa hal itu perlu dilakukan, bagaimana cara
melakukannya, di mana kegiatan tersebut harus dilakukan, kapan pelaksa-
naannya, dan siapa yang akan melakukannya. Oleh karena itu, koordinasi
antara pimpinan dan pegawai sangat diperlukan agar proses pencapaian
visi dan misi organisasi berjalan lancar.

Menurut Terry (1986), perencanaan dapat dinilai berdasarkan dimensi
waktu yang terbagi menjadi tiga kategori: a) perencanaan jangka panjang,

b) perencanaan jangka menengah, dan c) perencanaan jangka pendek.
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Kualitas Pelayanan Publik

A. Kepuasan Pelanggan

Kualitas pelanggan merupakan salah satu aspek penting karena pelayanan
pelanggan memiliki peran vital bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu
daerah. Tanpa pelanggan, transaksi jual beli tidak akan terjadi. Oleh karena
itu, baik organisasi birokrasi maupun swasta harus berfokus pada kepuasan
pelanggan. Dalam praktiknya, kepuasan pelanggan tidak cukup hanya
terpenuhi secara pribadi, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal beri-
kut: 1) Pelanggan adalah pihak paling penting; 2) Pelanggan merupakan
sumber keuntungan; 3) Pelanggan tidak boleh dianggap lawan dalam
berdebat, dan jika terpaksa berdebat, pelanggan harus diutamakan sebagai
pihak yang menang; 4) Pelanggan adalah raja, dan jika mereka kecewa,
mereka akan beralih ke produk lain; 5) Pelanggan adalah manusia biasa
yang memiliki emosi seperti senang, bosan, benci, atau prasangka tanpa
alasan; 6) Pelanggan selalu ingin dilayani terlebih dahulu, diberi perhatian
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khusus, dan diperlakukan istimewa, serta tidak ingin diremehkan begitu
saja (Sinambela, 2006).

Tjiptono (1996) sejalan dengan pandangan tersebut dengan menya-
takan bahwa kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang mencakup
produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan kerja, yang
setidaknya dapat memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan.
Tjiptono juga mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai usaha peme-
nuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara penyampaian yang
tepat agar dapat memenuhi harapan dan memberikan kepuasan. Beberapa
kriteria pelayanan yang baik antara lain: 1) Ketepatan waktu dalam pela-
yanan, termasuk waktu tunggu selama proses transaksi dan pembayaran;
2) Akurasi pelayanan dengan meminimalkan kesalahan dalam transaksi;
3) Sopan santun dan keramahan saat melayani; 4) Kemudahan dalam
mendapatkan pelayanan, seperti ketersediaan staf dan fasilitas penunjang
seperti komputer untuk memeriksa ketersediaan produk; 5) Kenyamanan
konsumen, termasuk faktor lokasi, tempat parkir, ruang tunggu, kebersihan,
serta ketersediaan informasi dan fasilitas lainnya.

Harapan peneliti ke depannya adalah agar seluruh layanan publik
dapat berfokus pada kepentingan pelanggan. Dengan demikian, layanan
yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga memberikan
dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelanggan yang puas
cenderung menjadi pelanggan setia, sehingga dapat mendukung sektor
pemerintahan dalam menarik lebih banyak investasi ke daerah.

Kualitas pelayanan bersifat relatif karena bergantung pada sudut
pandang yang digunakan dalam penilaiannya. Trilestari (2004) menjelaskan
bahwa terdapat tiga orientasi kualitas yang harus konsisten, yaitu persepsi
pelanggan, kualitas produk, dan proses pelayanan. Ketiga orientasi tersebut,
terutama dalam sektor jasa, memiliki peran penting dalam menentukan
keberhasilan organisasi melalui pencapaian kepuasan pelanggan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan kualitas pelayanan,
penting untuk memahami beberapa karakteristik khusus dari pelayanan.
Pertama, pelayanan bersifat tidak dapat diraba, berbeda dengan barang
yang memiliki bentuk fisik. Kedua, pelayanan terdiri dari tindakan nyata
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MANAJEMEN
PEL%%HN

M anajemen pelayanan publik adalah suatu proses yang melibatkan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
semua aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada
masyarakat oleh lembaga pemerintah atau organisasi publik. Tujuan utama
dari manajemen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, pelayanan publik
mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan
keamanan, yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Proses manajemen pelayanan publik juga mencakup pengelolaan
sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material, untuk memastikan
bahwa layanan yang diberikan dapat diakses dan berkualitas. Hal ini
melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam
proses pelayanan. Dengan demikian, manajemen pelayanan publik tidak
hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses dan dampak dari
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pentingnya manajemen pelayanan publik semakin meningkat seiring
dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Masyarakat tidak hanya mengharapkan layanan yang cepat dan tepat, tetapi
juga menginginkan layanan yang responsif, inklusif, dan berbasis pada
kebutuhan nyata mereka. Oleh karena itu, manajemen pelayanan publik
harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas
layanan, serta membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat
terhadap instansi publik.
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